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This study aims to analyze the implementation of the Sustainable
Development Goals (SDGs) in multicultural education policies at the Regional
Education Office Branch 1V in West Java. This study employs a qualitative
approach through field research, utilizing data collection techniques such as
observation, interviews, and documentation. The data obtained were then
analyzed using a descriptive analysis model consisting of data reduction, data
presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the West Java
Regional Education Office IV has integrated the values of diversity, equity, and

inclusivity through multicultural-based curriculum policies, teacher training
programs, and social programs such as Poe Ibu (Sapoe Sarebu), which
strengthen cross-cultural social solidarity. However, this study found several
major challenges, such as uneven distribution of educational facilities, uneven
teacher capacity, and a weak policy evaluation system. Owverall, the
implementation of multicultural education policies in the West Java Regional
Education Office IV has proven to make a positive contribution to the
achievement of SDG 4 and SDG 10,

Inclusivity
Education Policy

ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis implementasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG) pada kebijakan pendidikan multikultural di Kantor Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil diperoleh kemudian di analisis melalui
model analisis deskriptif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1V Jawa Barat telah
mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman, keadilan, dan inklusivitas melalui kebijakan
kurikulum berbasis multikultural, program pelatihan guru, dan program-program sosial
seperti Poe Ibu (Sapoe Sarebu) yang memperkuat solidaritas sosial lintas budaya. Namun,
penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa tantangan utama seperti fasilitas
pendidikan yang tidak merata, kapasitas guru yang tidak seimbang, dan sistem evaluasi
kebijakan yang lemah. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendidikan multikultural
di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat terbukti memberikan kontribusi positif
terhadap pencapaian SDG 4 dan SDG 10.

Kata kunci: Pendidikan Multikultural, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Inklusivitas,
Kebijakan Pendidikan.
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Analisis Implementasi Sustainable Development Goals Pada Kebijakan Pendidikan Multikultural di
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Iv Jawa Barat

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan berkelanjutan sangat
ditekankan secara global melalui kerangka SDGs yang memuat 17 tujuan. Secara spesifik, SDG
4 menegaskan perlunya negara untuk menjamin akses pendidikan yang inklusif dan merata
bagi semua serta mendorong peluang belajar sepanjang hayat. SDG 10 juga menekankan
perlunya negara untuk mengurangi ketimpangan, baik di dalam negeri maupun antar negara,
termasuk melalui upaya memperluas akses layanan pendidikan yang merata (Asad, 2023)

Dalam konteks Indonesia, berbagai kebijakan pendidikan telah disusun untuk
menanggapi tantangan akses, mutu, dan keadilan. Menurut laporan tengah periode SDG 4,
Indonesia telah mengimplementasikan hampir 9 tahun wajib belajar dan menaikkan lama
sekolah. (Sala & Subriadi, 2023)Namun, masih terdapat berbagai masalah signifikan seperti
kualitas pembelajaran yang belum merata, kesenjangan antar daerah dan kelompok sosial,
serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja (Riris et al., 2023) Di sisi lain, sebuah studi
mengenai pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah
terpasang dengan lengkap, implementasinya di lapangan, terutama bagi kelompok minoritas
atau dengan latar belakang budaya berbeda, masih dihadapi dengan berbagai hambatan yang
signifikan (Fuad et al., 2025)

Konteks multikultural dalam bidang pendidikan menjadi sangat esensial ketika
budaya, agama, suku, dan latar belakang hadir dalam realitas kehidupan bersama kita,
termasuk di wilayah Jawa Barat. Pendidikan multikultural tidak hanya berkaitan dengan
keberagaman isi, melainkan juga tentang bagaimana kebijakan, program, dan mekanisme
yang menjamin akses dan keterlibatan setara dari semua kelompok dalam dunia pendidikan.
Lebih banyak kajian mencatat bahwa ketika keadilan, inklusivitas, dan aspek keberagaman
tidak dipertimbangkan dalam kebijakan, pendidikan gagal memperbaiki kondisi kelompok
terlemah (Madhakomala et al., 2025)

Lebih lanjut, terdapat sinergi penting antara agenda SDG 4 dan SDG 10 dalam ranah
pendidikan, jika pendidikan berkualitas hanya ditujukan kepada kelompok tertentu,
ketimpangan akan terus berlangsung atau bahkan semakin memburuk. (Amirudin & Putra,
2023) Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan pendidikan multikultural dapat
mengukur sejauh mana kebijakan di tingkat provinsi/cabang dinas di Jawa Barat dapat
merentangkan dua aspek SDG, yaitu SDG 4 “pendidikan berkualitas” dan SDG 10
“pengurangan ketimpangan”. Daerah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat
memiliki karakteristik yang unik, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat yang dicirikan oleh
keragaman sosial-budaya serta ketidakmerataan dalam distribusi layanan pendidikan di
kota/kabupaten. Selain itu, faktor geografis, ekonomi, dan budaya turut mempengaruhi
implementasi kebijakan pendidikan multikultural (Sibaweh et al., 2024) Mengingat Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat mewakili wilayah yang padat penduduk, yaitu
meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang yang dimana
wilayah ini menjadi studi yang relevan untuk mempelajari implementasi SDGs secara praktis.
Apabila implementasi kebijakan pendidikan multikultural di Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IV Jawa Barat dapat dianalisis secara cermat dengan memahami para pelaku, proses,
tantangan, serta arti penting bagi hak belajar anak-anak dari latar belakang beragam maka hal
tersebut dapat membentuk dasar yang kokoh untuk rekomendasi kebijakan yang konkret
terkait SDG 4 dan SDG 10. Kegagalan atau ketimpangan dalam implementasi akan
menunjukkan bahwa kendati terdapat dasar hukum, namun manfaatnya terbatas. (Sari et al.,
2024)
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Penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Pertama, walaupun
telah banyak kajian mengenai SDG 4 untuk sektor pendidikan di Indonesia, masih sedikit yang
membahas isu ketimpangan SDG 10. Integrasi yang komprehensif antara pendekatan
pendidikan multikultural dan kerangka SDG 4 dan SDG 10 jarang dilakukan secara
mendalam, terutama di tingkat cabang dinas pendidikan provinsi. Oleh sebab itu, aspek ketiga
yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu nilai lembaga terhadap SDG 4 dan SDG 10,
memberikan nilai tambah dalam menggali tiga aspek tersebut. Kehadiran lembaga pendidikan
seperti Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, di tingkat cabang dinas provinsi,
sangat penting. Menurut data dari (Kemendikdasmen, 2026) menunjukan bahwa masih
adanya masalah terkait peningkatan skor rata-rata nasional. Di wilayah timur, 3 dari 5 anak
masih terdapat kesulitan dalam memahami teks sederhana dan memecahkan masalah terkait
soal matematika dasar sehingga kerap terjadi perundungan antar siswa yang menyebabkan
penurunan indeks karakter, iklim keamanan, dan iklim kemerdekaan. Jika lembaga-lembaga
tersebut tidak turut serta dalam menerjemahkan kebijakan pedagogis ke dalam praktik yang
efektif, kemungkinan terjadi ketimpangan akses dan pencapaian akan menjadi tinggi. Oleh
karena itu, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan dengan tujuan agar
lembaga pendidikan seperti Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat memiliki
potensi untuk mempengaruhi semua sub tujuan SDG dan SDGs nasional. Kebijakan yang
berkualitas belum tentu adil atau merata, kecuali apabila secara aktif memberikan dampak
yang mengurangi ketimpangan. (Siahaan et al., 2023)

Dari konteks dan urgensi yang telah disebutkan, maka permasalahan dapat
dirumuskan secara sederhana sebagai berikut: "Bagaimana implementasi kebijakan
pendidikan multikultural oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat berdampak
pada pencapaian SDG 4 dan SDG 10?" Ditemukan beberapa sub-permasalahan, antara lain:
bagaimana formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan multikultural di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat? Apa hambatan yang dihadapi dalam memastikan
pendidikan bermutu dan inklusif bagi semua kelompok sosial dan budaya? Bagaimana peran
dan konteks lokal dari aktor seperti kabupaten/kota, sekolah, dan masyarakat dalam proses
implementasi? Dan sejauh mana upaya ini dapat dianggap memberikan kontribusi signifikan
dalam mengurangi ketimpangan akses, mutu, serta partisipasi pendidikan? Pertanyaan ini
menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan penelitian kualitatif yang mendalam, karena
hanya melalui pendalaman tersebut lah kita dapat melihat dinamika, persepsi, hambatan,
keunggulan, dan peluang yang terjadi dalam implementasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. dengan jenis penelitian
lapangan. Pemilihan jenis penelitian ini dilakukan karena bertujuan untuk mendeskripsikan
dengan teliti dan terstruktur bagaimana implementasi kebijakan pendidikan multikultural
dengan pendekatan desakan dilakukan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat
dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan 4 dan 10 (Wicaksono, 2025). Dengan
menggunakan pendekatan ini, peneliti akan dapat memahami implementasi kebijakan
pendidikan dalam konteks lokal, termasuk makna dan persepsi masyarakat, tindakan pelaku
kebijakan, serta hambatan dan peluangnya, tanpa melakukan manipulasi variabel. Oleh
karena itu, prosedur penelitian ini dapat direplikasi dan hasilnya dapat direproduksi oleh
peneliti lain dalam situasi yang serupa. (Sala & Subriadi, 2023)

Fokus penelitian ini tidak terletak pada angka statistik itu sendiri, tetapi pada narasi,
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persepsi, dan pengalaman secara materi dan langsung dari para pelaku kebijakan dan
pemangku kepentingan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti merumuskan konsep realitas
sosial melalui proses interaktif data muncul, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Penelitian kualitatif deskriptif lebih sering digunakan dalam penelitian kebijakan
pendidikan terkait integrasi SDGs 10 dan 4 di Indonesia (Waruwu, 2024) Penelitian ini
dilakukan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, meliputi
Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Wilayah kerja ini
dipilih karena tingkat keragaman sosial dan budayanya, termasuk tantangan kedudukan
pendidikan yang cukup tinggi, sehingga tepat untuk menjadi konteks implementasi edukasi
multikultural dalam konsep SDG 4 dan SDG 10. (Siahaan et al., 2023)

Sasaran penelitian adalah kebijakan, program, dan implementasi pendidikan
multikultural di Cabang Dinas, terutama aspek kebijakan dan aspek satuan pendidikan.
Subjek penelitian terdiri dari kepala cabang dinas, pejabat bidang kurikulum dan kesetaraan,
kepala sekolah, guru, dan siswa dari 3 sekolah di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IV Jawa Barat. Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu
kebijakan pemilihan informan berdasarkan beberapa pertimbangan serta keterlibatan,
relevansi, dan kedalaman pengalaman.(Hasibuan, 2025.)

Beberapa langkah utama dalam prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap.
Tahap pertama adalah fase persiapan, yang melibatkan penyusunan proposal, permohonan
izin penelitian, serta uji coba instrumen wawancara dan observasi. Langkah kedua adalah
proses pengumpulan data, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan
analisis dokumen kebijakan. Tahap ketiga adalah analisis data, yang dilakukan secara
berulang dan interaktif, dimulai dari transkrip wawancara, reduksi data, pengkodean,
kategorisasi, hingga pengambilan kesimpulan. yang mencakup empat aspek utama:
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi.
Seluruh data yang ditemukan dikategorikan secara signifikan ke dalam empat kategori
berikut: (1) kebijakan pendidikan multikultural, (2) strategi implementasi kebijakan, (3)
hambatan dan tantangan, dan (4) kontribusi kebijakan terhadap SDG 4 dan SDG 10. Proses
analisis dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan ke dalam
kerangka teoritis pendidikan multikultural dan prinsip keadilan sosial dalam SDGs (Sibarahi,
2025)

Untuk memastikan keandalan dan validitas penelitian, peneliti melakukan pengecekan
pada informan, menjaga catatan audit trail untuk memantau proses penelitian, dan
mengumpulkan semua dokumen pendukung secara sistematis agar penelitian dapat
direplikasi oleh peneliti lain. Selain itu, prinsip etika penelitian ditegakkan dengan
memberikan informed consent kepada seluruh partisipan, menjaga kerahasiaan identitas
informan, dan memastikan data hanya digunakan untuk tujuan ilmiah semata. Dengan
pendekatan yang terstruktur, deskripsi bahan yang detail, dan analisis yang sistematis, artikel
ini menjadi dapat diulang dan direproduksi, sehingga peneliti lain dapat mengulanginya
dalam konteks yang berbeda. (Udar et al. 2024), Pemikiran kualitatif deskriptif yang mengacu
pada SDG 4 dan SDG 10 diharapkan dapat saling bersinergi melalui artikel ilmiah ini dalam
literatur kebijakan pendidikan multikultural di Indonesia. Integrasi antara SDG dengan
manajemen pendidikan daerah menjadi fokus utama yang ditekankan. (Fahreza et al., 2025)
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LANGKAH-LANGKAH METODE PENELITIAN KUALITATIF DESKRIPTIF
(PENELITIAN LAPANGAN)

1. PERSIAPAN & ' 2. PENGUMPULAN ( 3. PENGOLAHAN &
PERENCANAAN DATA DI LAPANGAN ANALISIS DATA
(PELAPANGAN) (Siklus Iteratif)
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@ Memilih Lokasi @ Melakukan Observasi & Catatan ® Mendeskripsikan
(Sekolah, Desa, dll.) Mendalam © Reduksi Data Fenomena Secara

° y ® dal (Koding & Tema) (Kualitatif Deskriptif)
(Pedoman Wawancara, (In-Depth Interviews) © Penyajian Data ® Menyusun Narasi
Observasi) dengan Informan (Naratif, Bagan, Matriks) Deskriptif Akhir

® Mendapatkan Izin © Mengumpulkan Catatan © Penarikan Kesimpulan @ Penarikan Kesimpulan
Penelitian (Administrasi) L (Field Notes) & Verifikasi Akhir & Rekomendasi

& Rekaman
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Gambar.1 Langkah-Langkah Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV adalah sebuah unit pelaksana teknis yang berada
di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini mengawasi 3
kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.
Wilayah ini memiliki ciri khas sosial-kultural dan ekonomi yang beragam. Di satu sisi, Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat bertanggung jawab terhadap daerah industri dan
perkembangan perkotaan, sementara di sisi lain, wilayahnya juga mencakup desa-desa yang
masih tertinggal dalam hal infrastruktur pendidikan. Pluralitas ini jelas menimbulkan
tantangan sekaligus peluang bagi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV dalam menerapkan
kebijakan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman.

Kantor Cabang Dinas
Wilayah IV

Kantor pemerintah di Purwakarta, Jawa Barat

( Informasiumum ) Foto Ulasan Tentang

\ﬁ;

Rute Ba. Simpan
JI. Singawinata No.7, RT.28/RW.5,
Nagri Tengah, Kec. Purwakarta,
Q Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat 41114
/M 37 mnt

Berlokasi di: Alun-Alun Purwakarta

Gambar 2. Lokasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat

Dari perspektif fungsional kelembagaan, peran strategis Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IV terletak pada koordinasi program pendidikan menengah dan kejuruan,
pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum, pembinaan tenaga pendidik, serta
pengawasan mutu layanan pendidikan dalam wilayah kerjanya. Pemetaan peran tersebut

5842
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN: https://ejurnal.stkip-pessel.acid/index.php/jmp



Analisis Implementasi Sustainable Development Goals Pada Kebijakan Pendidikan Multikultural di
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Iv Jawa Barat

diharapkan dapat semakin strategis dan mendukung arah pembangunan pendidikan baik di
tingkat provinsi maupun nasional, sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals
(SDGs), terutama dalam aspek akses, mutu, dan keadilan pendidikan.

Dari perspektif situasi awal, dapat dikemukakan bahwa Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IV juga sedang menghadapi disparitas yang signifikan, contohnya dalam hal
distribusi guru berpengetahuan, ketersediaan fasilitas pembelajaran, serta hak akses siswa dari
latar belakang sosial ekonomi yang lemah terhadap pendidikan menengah atau kejuruan.
Dalam konteks ini, sinergi antara kebijakan provinsi dengan implementasinya di tingkat
Cabang Dinas merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dengan
mempertimbangkan keragaman budaya dan ekonomi, kebijakan pendidikan multikultural
dan upaya pencapaian SDGs menjadi relevan sebagai strategi integratif demi memastikan
bahwa pendidikan menjadi inklusif, adil, dan bermutu bagi seluruh pihak (Hadi et al., 2024)

Kebijakan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dalam konteks Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa
Barat dimaknai sebagai sebuah rangkaian kebijakan dan praktik di mana segala kebijakan
dihormati oleh masyarakat baik suku, budaya, agama, maupun latar belakang sosial-ekonomi
serta setiap peserta didik diberikan kesempatan yang setara untuk berkembang (Hutapea,
2024) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat telah menciptakan kebijakan seperti
kurikulum yang bernilai toleransi dan pluralisme, pelatihan guru yang berbasis pendidikan
multikultural, serta kegiatan lintas budaya dan komunitas di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, kebijakan ini didukung oleh inisiatif program provinsi dengan aspek sosial
dan nilai bersama yang kuat Program Sapoe Sarebu seribu rupiah setiap hari yang dirancang
oleh gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan digalang melalui gerakan Poe Ibu (Sapoe
Sarebu). Berdasarkan sumber dari (Diskominfo Purwakarta, 2025) Program ini merupakan
upaya untuk mendorong seluruh aparat pemerintah, guru, dan siswa di sekolah-sekolah
untuk menyisihkan uang sebesar Rp 1.000 setiap harinya secara bersamaan dan berkelanjutan
demi infaq atau sumbangan yang jumlahnya jika digabungkan sangat besar guna memperkuat
semangat Gotong Royong dan kepedulian sosial.

PR : |
Gambar 3. Program Poe Ibu (Sapoe Sarebu)

Dalam konteks pendidikan multikultural, program Poe Ibu (Sapoe Sarebu) menjadi
semakin relevan. Pertama, program ini mempromosikan solidaritas di antara individu dengan
latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Melibatkan siswa, guru, dan ASN dari
berbagai suku, agama, dan kondisi ekonomi dalam kegiatan infaq harian membantu
memperkuat relasi sosial yang lebih inklusif dan merata. Kedua, program ini tidak hanya
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menekankan transfer pengetahuan teknis, tetapi juga karakter dan nilai-nilai sosial universal,
sesuai dengan esensi pendidikan multikultural (Amin, 2024) Ketiga, program ini
mencerminkan integrasi kebijakan lokal dengan tujuan global seperti SDGs. Melalui langkah-
langkah sederhana seperti infaq harian, kesadaran kita akan bahwa pembangunan tidak hanya
bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan institusi
sebagai pelaku sosial.

Secara operasional, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat melakukan
tindakan-tindakan implementasi kebijakan multikultural dengan menyusun pedoman
internal untuk sekolah yang mencakup nilai-nilai keberagaman dan inklusi, mengadakan
lokakarya guru berbasis tema multikultural dan keragaman budaya lokal, mendorong
aktivitas antar-budaya di sekolah, seperti pertukaran antar sekolah desa dan kota dalam
wilayah, dialog keberagaman antar siswa, dan proyek kolaboratif yang melibatkan komunitas
lokal. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta suasana inklusif di sekolah, di mana para
siswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang setara.

Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan multikultural tidak dapat dilaksanakan dalam
kekosongan ruang. Dengan kata lain, untuk menjadikan kebijakan tersebut efektif, kerangka
regulasi baik di tingkat nasional maupun provinsi harus diintegrasikan dengan hal-hal yang
spesifik pada konteks lokal, seperti kebudayaan Sunda, masyarakat industri, komunitas desa,
dan setiap individu. Seperti yang dinyatakan dalam literatur, pendidikan multikultural di
Indonesia harus mencakup kemampuan guru dalam mengembangkan persepsi, sikap, dan
perilaku yang lebih toleran dan sensitif agar dapat dikuasai dengan lebih efisien, seolah-olah
hal tersebut mampu mengubah proses pembelajaran itu sendiri.

Implementasi SDG 4 dalam Pendidikan Multikultural

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 4 di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dijalankan melalui berbagai strategi untuk meningkatkan
akses dan kualitas pendidikan berbasis inklusivitas. Pada intinya, Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan nomor 4 menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa ‘tidak ada satupun
anak yang tertinggal’ dalam mengejar pendidikan berkualitas. Di wilayah kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, prinsip tersebut diwujudkan melalui kebijakan
pemerataan pendidikan menengah, penguatan sekolah inklusif, dan peningkatan
keterampilan guru dalam mengelola keragaman di kelas. Contohnya, banyak sekolah yang
mulai menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan tema budaya lokal, lingkungan
alam, dan masyarakat. Peserta didik terlibat dalam proyek-proyek seperti pengembangan
budaya Sunda, diskusi lintas agama, atau kegiatan kolaborasi antara desa dan kota yang
mempromosikan toleransi serta membantu peserta didik memahami realitas sosial di sekitar
mereka. Upaya ini tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga membentuk
keterampilan sosial yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Dari segi peningkatan mutu pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa
Barat juga turut serta dalam melatih guru dengan pendekatan multikultural. Tujuan dari
program yang diikuti oleh sebagian besar guru adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak
hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator keberagaman dengan
memberikan pelatihan yang di sengaja untuk tujuan tersebut. Pelatihan tersebut difokuskan
pada peningkatan kesadaran budaya, komunikasi lintas budaya, serta strategi pembelajaran
inklusif. Dengan meningkatnya keterampilan guru di bidang ini, proses pembelajaran di
tingkat sekolah menjadi lebih bersahabat bagi siswa dari latar belakang yang beragam.
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Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati et al., 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan
pendidikan multikultural sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola
perbedaan secara adil untuk mencegah terjadinya diskriminasi tersembunyi di dalam kelas.
Bagi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, keberadaan guru-guru yang memiliki
kesadaran tersebut membantu mengatasi konflik sosial di antara siswa serta menciptakan
lingkungan belajar yang adil.

Gambar 3. Pelatihan Guru Melalui Pendekatan Multikultural

Implementasi SDG 10 dalam Pendidikan Multikultural

Tujuan SDG 10 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam
dan antar masyarakat. Dalam konteks pendidikan, kebijakan ini diinterpretasikan oleh Kepala
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat melalui kebijakan afirmatif yang difokuskan
pada pelayanan kelompok rentan. Sebagai contoh, penyebaran guru dan tenaga kependidikan
ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar berkualitas menjadi prioritas. Program ini
juga mencakup insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil serta
peningkatan fasilitas sekolah berbasis sumber daya. Di samping itu, terdapat program-format
sosial yang berbasis pendidikan, seperti Poe Ibu (Sapoe Sarebu), yang bertujuan untuk
mengurangi ketimpangan. Setiap hari, sejumlah Rp. 1.000 dari setiap Aparatur Sipil Negara,
guru, dan akademisi dikumpulkan dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Hal ini
digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan bantuan kepada siswa yang kurang
mampu, menyelenggarakan kegiatan sosial di sekolah, serta membantu renovasi fasilitas fisik
di sekolah terpencil. Secara simbolis, program ini menggambarkan bahwa pengurangan
ketimpangan merupakan tanggung jawab bersama negara dan seluruh komunitas
pendidikan.

Implementasi SDG 10 dalam konteks pendidikan dicapai melalui upaya membentuk
budaya sekolah yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Pendidikan
multikultural menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan kelas sosial, gender, atau etnis.
Melalui proses pembelajaran dan kehidupan di lingkungan sekolah, generasi muda diajarkan
serta diberi kesempatan untuk melihat beragam individu dan perbedaan dengan pengalaman
yang mereka dapatkan (World bank, 2021) Mereka diajarkan untuk tidak melihat perbedaan
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sebagai hal yang memisahkan, namun sebagai sesuatu yang memperkaya. Salah satu cara
terbaik untuk saling bertukar pengalaman adalah melalui interaksi antara sekolah kota dan
sekolah desa. Beberapa lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, telah menerapkan tradisi mengundang siswa dari sekolah
desa untuk berbagi pengalaman. Hal ini memberikan pemahaman kepada siswa tentang
realitas sosial yang beragam, yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya empati lintas
budaya. Meningkatkan empati terhadap kelompok lain tidak hanya berarti membangun
solidaritas sosial, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terasa and
emosional. Dengan demikian, SDG 10 menjadi bagian integral dari pendidikan multikultural
yang efektif dalam membentuk masyarakat yang egaliter dan adil secara sosial.

Hambatan dan Tantangan

Meskipun telah dilaksanakan berbagai kebijakan dan praktik oleh Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat, terdapat sejumlah kendala dan permasalahan nyata yang
perlu diselesaikan dalam implementasi pendidikan multikultural sesuai dengan SDG 4 dan
SDG 10. Beberapa masalah utama yang dihadapi antara lain: pertama, ketimpangan dalam
infrastruktur dan sumber daya. Lebih spesifik lagi, beberapa sekolah, terutama di daerah
pedesaan atau terpencil, masih kekurangan fasilitas pembelajaran, teknologi informasi dan
komunikasi, serta layanan internet. Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam kualitas
pembelajaran dan akses yang lebih luas. Keadaan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip
SDG 4 dan 10 yang menekankan pentingnya inklusi dan keadilan bagi semua. Para tenaga
pendidik seharusnya menunjukkan sikap yang lebih inklusif agar menjadi contoh bagi para
siswa. Kedua, kompetensi guru dan staf dalam konteks multikulturalisme dalam organisasi,
pengajaran, dan pelayanan siswa juga menjadi salah satu permasalahan. Meskipun para guru
telah menerima pelatihan berdasarkan pendekatan baru, namun kenyataannya di lapangan
menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu mengimplementasikannya secara konsisten.
Sebuah studi dalam literatur menyatakan bahwa guru-guru yang memiliki pandangan
terbatas akan mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik
sehari-hari mereka. Hal ini merupakan tantangan yang bersifat sistematis dan menunjukkan
perlunya penyegaran pengetahuan tentang interaksi dalam sistem secara menyeluruh.

Kendala lainnya meliputi resistensi budaya yang tersirat, kecenderungan stereotip,
serta faktor non-struktural yang menghambat aksesibilitas dan mengisolasi kelompok
tertentu. Hal ini secara tidak sistematis mempengaruhi proses internalisasi dan pembelajaran.
Terakhir, terdapat kekurangan dalam pengawasan dan evaluasi yang memadai. Penanda
pengukuran merupakan salah satu tantangan karena belum tersedia mekanisme yang
sistematis untuk mengumpulkan data.

Seluruh SDG menghadapi tantangan yang signifikan antara negara-negara bagian.
Studi kasus tentang kendala-kendala ini seperti denyut yang menandakan masalah pada batas
perguruan tinggi terjadi secara tiba-tiba. Kurangnya sumber daya atau dukungan keuangan
juga menjadi isu yang kerap dihadapi.

Diperlukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini demi kemajuan
pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Faktor Pendukung Keberhasilan
Beberapa faktor pendukung telah berhasil memperkuat pelaksanaan pendidikan
multikultural di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat. Di antaranya adalah:
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Pertama, komitmen dan kebijakan pimpinan daerah; dukungan dari tingkat provinsi dan
daerah seperti program Poe Ibu/Sapoe Sarebu, yang menunjukkan legitimasi politik yang
kuat terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan multikultural dan inklusif. Tujuan kegiatan
ini adalah untuk memastikan dukungan kebijakan dari tingkat pemerintahan hingga
implementasi di tingkat sekolah dan komunitas. Kedua, partisipasi aktif masyarakat dan
komunitas, orangtua, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan budaya lokal yang terlibat
dalam kegiatan sekolah membentuk lingkungan sekolah yang mendorong nilai-nilai
keberagaman. Ketiga, Pengintegrasian nilai lokal dan budaya ke dalam pembelajaran. Di
Wilayah Jawa Barat khususnya, kearifan lokal digunakan sebagai elemen kunci dalam
pendidikan multikultural. Integrasi antara kearifan lokal ini dalam pembelajaran
memungkinkan murid untuk dengan mudah menginternalisasi nilai-nilai keberagaman dan
inklusi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan multikultural yang
efektif menjadikan kearifan lokal sebagai landasan yang kuat untuk diterapkan dalam proses
pembelajaran. (Japar et al., 2022) Keempat, Keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai
budaya setempat, terutama nilai-nilai budaya Sunda yang mencakup prinsip silih asah, silih
asih, silih asuh, bertemunya tiga prinsip atau saling kunjung, menghormati satu sama lain,
dan mencintai satu sama lain di dalam masyarakat Sunda sebagai bagian dari kegiatan
pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan dasar dari multikulturalisme modern dan
memperkuat identitas partisipasi individu peserta didik sebagai individu yang memahami
sesamanya. Dan faktor keempat melibatkan pembentukan jejaring antar sekolah dalam
aktivitas proyek sosial, seperti kolaborasi dengan pertukaran siswa atau kegiatan
kemasyarakatan lintas wilayah. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa dapat belajar secara
mendalam dan khusus mengenai perbedaan-perbedaan sosial, budaya, ekonomi, serta konsep
solidaritas yang nyata.

Analisis Kesesuaian dengan Target SDGs

Tingkat kesesuaian kebijakan dan praktik pendidikan multikultural di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dengan target SDGs, secara keseluruhan, menunjukkan
tingkat kecocokan yang tinggi secara substansial. Dari perspektif SDG 4, program akses,
pelatihan guru, kurikulum berbasis budaya, dan karakter siswa memenuhi prinsip pendidikan
yang berkualitas dan inklusif pada aspek kebijakan tersebut. Pendidikan tidak hanya fokus
pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter sosial dan pola pikir siswa. Dari
SDG 10, upaya asimilasi sekolah-sekolah tertinggal dan partisipasi sosial melalui program
Sapoe Sarebu, mencerminkan langkah konkret dalam mengurangi ketimpangan pendidikan
dan sosial ekonomi pengguna jasa. Meskipun demikian, kecocokan tersebut masih berupa
konseptual. Secara empiris, belum semua indikator SDGs dapat diukur. Sistem pelaporan dan
evaluasi berbasis data ilmiah kronologis diperlukan agar kontribusi edukasi terhadap
pencapaian SDGs dapat diukur secara tepat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat telah berhasil
menerapkan praktik terbaik dalam pendidikan multikultural yang terintegrasi dalam program
pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan keberagaman, lembaga ini telah berhasil
menyeimbangkan kontribusinya menuju pendidikan yang lebih inklusif dan adil. Namun,
agar praktik ini dapat berlanjut, diperlukan tiga solusi penting. Pertama, diperlukan
konsolidasi kelembagaan untuk memastikan bahwa kebijakan multikultural diintegrasikan
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sebagai satu kebijakan institusi dan tidak hanya bergantung pada kepala sekolah, tetapi juga
pada budaya kerja yang dianut oleh organisasi. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas
guru melalui pelatihan khusus dan kegiatan instruksi yang melibatkan aspek budaya dan
etnosentris. Terakhir, konsorsium antara sekolah, masyarakat, dan sektor swasta perlu
diinisiasi untuk mendukung kelangsungan program multikultural dan aspek sosial seperti
yang diwujudkan oleh Program Poe Ibu (Sapoe Sarebu). Dengan demikian, implementasi SDG
4 dan 10 tidak hanya menjadi slogan kebijakan belaka, melainkan menjadi bagian integral dari
proses pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan
multikultural oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat telah mencapai arah yang
berpotensi tercapai dalam mengurangi parameter keberhasilan pembangunan berkelanjutan
yang relevan dengan tujuan Sustainable Development Goals, terutama SDG 4 dan SDG 10.
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